


































pemerintahan yang cliserahl<an licPada Dac'r;tlr r;r":g rt'rdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusatr l)emerjn[al an Pilihan' Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi alas Urusan Pentertt:tahatr yang berkaitan
dengan pelayanan dasardan [Jrusan Pemerinlaharr lang tidaJ< berkaitan
dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian tlrLlsart pcmenntalr;ttl ilntara Pemerintah
Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabuparen/Kota sebagaimana
dimuat dalam matriks pembagian urusan pe:rerintahan konkuren,
Perangkat Daerah mengelola unsure manajemen lang meliputi sarana
dan prasarana, personil, metode ke{a dan f, n\ clenggaraan fungsi
manajemen yang mclipu ti perencanaan, pcllgorgi:'r rsasian, pelaksanaan,
pengoordinasian, penganggaran, penga\\ ils,r r, penelitian dan
pengembangan, standardisasi, rlirrr 1>t:ngclola;rrt rnlirrnrasi sesuai dengan
substansi urusan pcmerintaha n rr.yit.

Pembentukan Perar:gkat Dacrah memp.:rtnnbangkan factor
keuangan, jurnlah penduduli, kenranrpui'n l*,rr:rngan Daerah serta
besaran beban tugas sesuai varrg disclalrl\;in ,('p.,dir Daerah sebagai
mandat yang wajib dilaksanakan oleh seti;rp Dir,'r'alr melalui Perangkat
Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perarrgkat Dacr.air dalam 3 (tiga)
tipe, yaitu Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretar at DpRD tipe B dan
Inspektorat tipe A, Dinas tipe A, Dinas tipe B, d;. r Drnas tipe C, Badan
tipe A dan Badan tipe B. Penetapan tipe perang.at Daeratr didasarkan
pada perhitungan jumlah nilai variable beban kerJ.ir. Variabel beban keqja
terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. V;rr.rabel umum, meliputi
jumlah penduduk, luas wilayah, jurnlah angB,,r.arr pendapatan dan
belanja Daerah dengan bobot sebesar 20,,1, 1d,',;, puiuh pirsen) dan
variabel teknis -vang merupakan beban u tarna der rgan bobotiebesar go%
(delapan puluh persen). Pad, tiap-tiap variabel, bark variabel umum
maupun variabel teknis ditetaPkan 5 (lima) kelas rnrerval, dengan skala
nilai dari 200 sampai dengan I .000. i

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelal<sanaan Urusan
feSeriltahln wajib yang berkaitan dengan iela-r,anan dasar, agar
kebu_tuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.oleh kare-na
itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan u ru sirrr pemerintaha-r-r wajib
berkaitan dengan pelayanan ciasar ciiwadahi riar:rr, lrerrruk clinas utama
minimal tipe C.

Dengan diundangkannya peraturan p<:merrlr:;rh Nomor 1g Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. m;tlia pt.raturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 r.r)rarg ( )rganisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabu patt:n Renrbang ietragaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupatcrr Rernbit:tg Nonror I Tahun 2012
tentang Perubahan Atas [)eral urirrr l)acrah Kabr: pirt.rr Rembang Nornor
12 Tahun 2008 tentang Org;rrris.si rl,n 'l ata l', rla pcrangkat Daerah
Kabupaten Rembang ciicabut riarr drn-r'arakan :rdirk berliku kecuair
perangkat .daerah .yang melaksanakan r.r.on y,cmcri,tahan dibidang
kesatuan bangsa dan politik sampai derrgan reralurar perundang-
undangan mengenai pelaksanaan pemerintaha, Urnunr diundangkan daln
rumah sakit umurn daerah tetap berlal<u .s;rnr:riri rlcrrgan p-eraturan
Perundang - undangan mengenai organisasi dan I'ata ilulungan Kerja
Rumah sakit Daerah <liu rrdangl<a rr, *uduh ticlak sc.;rrar iagi, oleh-karena iiuperlu ditinjau l<enrbali.

^ Se.hubungart dcrrgan hal tr:r.st,ltut, rnalt, 1tr,r.lu ,r.r.tilpka1..t l)e:.aturar.r
Daerah tentang Pembentrrkan I)an Susunan p,.r.an,lliar Direrah.



T. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jetas.
Pasal 2

Huruf a
Cukup jetas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

PasalT
Ayat (l)

lCukup jelas.
Ayat (21

Yang dimaksu<l tlt,r.rgan kirlimat
meru pakan pen<li<lil<arr cli sel<olnh 

.

teratur, sistematis, berting-kat. - 
r.j,

syarat_syarat yang jelas.
PasaiS

''S;rruan Pendidikan,
;rng diperoleh secara
rr clengan mengikuri

Cukup jelas.
Pasa19

Cukup jelas.
Pasall0-Cukupjelas.

Pasal 1l
Cukupjelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukupj elas.
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